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ABSTRACT

Analysis of potential conflict mapping that will be studied and discussed is part of one of the analyzes performed in the study of Spatial
Planning Model Coastal Area With Spatial Approach Connectivity.The purpose of this study is the mapping of potential conflicts
between activities in the coastal zone Bontang City s. Identification of potential conflicts is very necessary in preparing coastal spatial
planning. Management and control of the conflict will facilitate allocation of space by considering the interests of various parties
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ABSTRAK

Analisis potensi konflik yang akan dikaji dan dibahas ini merupakan bagian dari salah satu analisis yang dilakukan dalam penelitian
mengenai Model Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pesisir dengan pendekatan keterkaitan spasial (Spatial Connectivity). Tujuan
Penelitian ini adalah memetakan potensi konflik antar kegiatan di kawasan pesisir Kota Bontang.Identifikasi potensi konflik sangat
diperlukan dalam menyusun recana tata ruang pesisii. Pengelolaan dan pengendalian konflik akan memudahkan pengambilan keputusan

dalam memutuskan alokasi ruang yang mempertimbangkan kepentingan antar pihak.

Kata kunci: konflik, zonasi, tata ruang, kegiatan, Pesisir

PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat
dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU
No0.27/2007 jo UU No.1/20114 tentang Pengelolaan Pesisir
dan pulau-pulau kecil). Dengan melihat definisi tersebut, maka
pemanfaatan ruang pesisir secara berkelanjutan harus
memperhatikan  dua aspek  kewilayahan, yaitu aspek
ruang daratan dan aspek ruang perairan (laut) (Makino
et al., 2013; Stojanovic and Ballinger,
2009; Pourebrahim, 2011; Samhouri and Levin, 2011).
Pendekatan perencanaan ruang pesisir dan laut dengan
pendekatan kewilayahan adalah sangat penting bagi keberlanjutan
pengelolaan sumberdaya alam, karena pada tingkatan tersebut
terdapat penggabungan interaksi yang sangat kompleks dari
fenomena ekologi, sosial, dan ekonomi diantara kedua wilayaj
tersebut (Conacher dan Conacher, 2000).

Kawasan pesisir yang notabene terdiri dari wilayah daratan
(teresterial) dan wilayah perairan mempunyai karakteristik
wilayah sangat dinamis, dimana antara wilayah teresterial dan
perairan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya baik
secara ekologi maupun sosial (Habtemariam, 2016). Beragam
sumberdaya alam yang terdapat di kawasan periaran pesisir sangat
retan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di daratan.
(Gilliland, 2008, Douvere, 2009, Agostini, 2010). Kawasan
pesisir juga merupakan pusat kegiatan manusia dengan berbagai
macam aktivitas terdapat di dalamnya. Perubahan-perubahan
sangat cepat terjadi di kawasan pesisir baik secara alami
maupun oleh kegiataan manusia. (Dahuri, 1997, Lieberknecht,
2004).Dengan melihat kondisi tersebut di atas maka model
pendekatan keterpaduan antara daratan dan perairan pesisir

dalam perencanaan ruang kawasan pesisir secara berkelanjutan
akan menjadi penting dibandingkan dengan pendekatan penataan
ruang yang berbasis kepada penyusunan struktur dan pola ruang.
Salah satu tujuan penataan ruang adalah untuk mengelola dan
meminimalkan konflik antar pengguna sumberdaya dan jasa
lingkungan. (Douvere et al., 2009; Halpern et al., 2008; Tuda et
al., 2014).

Perencanaan tata ruang pesisir sangat penting untuk memecahkan
konflik pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengidentifikasi
dan memetakan semua penggunaan, peraturan dan konflik
yang terjadi (Prestelo and Vianna, 2013).Pada awalnya konflik
terjadi pada aspek ekologi, kemudian menuju konflik sosial dan
akhirnya konflikekonomi (Brown and Christipher 2013). Fisher
et al. (2000).

Pemetaan konflik merupakan suatu teknik yang digunakan.
untuk menggambarkan secara grafis, menghubungkan pihak-
pihak dengan masalah dan dengan pihak-pihak lainnya.Pemetaan
potensi konflik pemanfaatan ruang pesisir yang akan dikaji
merupakan bagian dari salah satu analisis yang dilakukan dalam
penelitian mengenai Model Rencana Zonasi Kawasan Pesisir
dengan Pendekatan Keterkaitan Spasial (Spatial Connectivity)
antara daratan dan perairan pesisir.

Salah satu tahapan penyusunan rencana alokasi ruang dalam
proses penyusunan rencana zonasi kawasan pesisir adalah
melakukan identifikasi dan pemetaan konflik.  Identifikasi
dan pemetaan konflik dilakukan terhadap berbagai kegiatan
(zona) di kawasan pesisir yang bersinggungan atau berdekatan,
baik yang berpotensi tidak sesuai (compatible) maupun yang
sesuai di antara keduanya (Diposaptono 2015). Langkah
pertama yang dilakukan untuk mengelola kawasan pesisir
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Gambear 1. Kebijakan Penataan Ruang Nasional (Ruang Darat dan Ruang Laut) berdasarkan UU No. 26/2007, UU No. 27/2007 Jo
UU No. 1 tahun 2004 dan UU 32/ 2014.

adalah mengidentifikasi semua penggunaan (aktor) dan konflik
sebagai bahan masukan untuk perencanaan tata ruang (Prestrelo

dan Vianna
2013). Proses perencanaan dapat mengidentifikasi dan membantu
konflik yang di terjadi di kawasan pesisir, interaksi kegiatan
manusia, dan dampak kumulatif dari kegiatan tersebut, terutama
terutama konflik antara beberapa pengguna kawasan [Douvere et
al., 2009; Halpern et al., 2008; Tuda et al., 2014; Lorenzen et al.,
2010; Riolo, 2006;, Tambubolon dan Satria 2013 Menggabungkan
proses indentifikasi konflik dalam proses perencanaan tata ruang
kawasan pesisir merupakan langkah untuk mencapai kesepakatan
bersama untuk mencapai tujuan tujuan ekologi dan sosial-
ekonomi [Crowder et al., 2006; Young et al., 2007; Dalton et al.,
2010; Sanchirico et al., 2010). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi konflik dan memetakan potensi konflik terhadap
kegiatan-kegiatan yang berdampingan. = Dengan mengetahui
konflik tersebut akan diperoleh arahan kebijakan kedepan dalam
mengelolaa kawasan tersebut.

Penelitian dilakukan di kawasan pesisir Kota Bontang,
Kalimantan Timur. Kota Bontang secara astronomi terletak di
antara 001’ Lintang Utara - 0'12’ Lintang Utara dan 11723’ Bujur
Timur - 11738’ Bujur Timur. Kota Bontang menempati wilayah
seluas 497,57 km? yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas
349,77 km? (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas
147,8 km? (29,70%). Secara geografis, wilayah Kota Bontang
terletak di bagian tengah wilayah Propinsi Kalimantan Timur.
Berbagai kegiatan terdapat di wilayah pesisir Kota Bontang
antara lain: perikanan, industri migas, pemukiman, pariwisata
dan konservasi, sehingga memberikan tekanan bagi ekosistem
pesisir Kota Bontang. Area studi penelitian ini difokuskan untuk
wilayah Bontang bagian selatan, yang merupakan kawasan yang
belum semuanya terbangun, sehingga akan memudahkan dalam
perencaanaan kawasan ini.

Kebijakan Perencaaan Ruang Kawasan Pesisir dan Laut

Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah
yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan (UU No.26/2007). Sehingga dengan kata

lain, menyebutkan bahwa dalam undang-udang tersbeut, hanya
mengatur ruang darat saja. Pertanyaannya adalah peraturan
perundangan mana yang mengatur penataan ruang laut yang sudah
diamanat UU 26/2007 yang menyebutkan bahwa pengaturan
ruang laut akan diatur dengan undang-undang tersendri.

UU No, 32 tahun 2014 tentang kelautan merupakan salah
satu Undang-undang yang mengamanatkan perencanaan
ruang laut. Perencanaan ruang Laut sebagaimana disebutkan
dalam Dalam UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan pasal
43 meliputi: (1) perencanaan Tata Ruang Laut Nasional;
(2) Perencanaan zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil);
dan (3) perencanaan Zonasi Kawasan Laut.

Masih dalam UU No. 23/2014 tersebut menyebutkan
bahwa, perencanaan tata ruang laut nasional mencakup
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Wilayah
perairan  meliputi  (a)  perairan  pedalaman; (b)
perairan kepulauan; dan (©
laut territorial, sedangkan wilayah yurisdiksi meliputi (a) Zona
Tambahan, (b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan (c)
Landas Kontinen. Sedangkan, perencanaan zonasi kawasan Laut
merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi
kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis
nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah.

Kontestasi Sektoral Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir

Kontestasi penguasaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan di
kawasan pesisir dan laut berlangsung pada skala makro (nasional)
dan skala mikro (masyarakat). Pada skala makro kontestasi
penguasaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan ditunjukan
oleh berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang diperkuat
dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Lahirnya
sejumlah peraturan perundangan tersebut, menjadi pemicu
terjadinya kontestasi sektoral. Hal teresbeut ditandai dengan
tumpang tindihnya regulasi dan lemahnya sinergi dan koordinasi
masing-masing sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan monitoring.
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Tabel 1. Peta Kepentingan terhadap Sumberdaya Pesisir

Pihak-pihak yang berperan Kepentingan terhadap
di Lokasi Sumberdaya Pesisir

Pembudidaya Rumput Laut Mempunyai kepentingan untuk
memanfaatkan periaran pesisir
untuk kegiatan budidaya rumput

laut.

Nelayan Belat (Perikanan
Tangkap Statis)

Mempunyai kepentingan untuk
memanfaatkan periaran pesisir
untuk kegiatan perikanan yang
berbenturan ruang dengan
kegiatan budiya rumput laut dan
alur pelayaran.

Memanfaatkan Pulau Beras Basah
sebagai kegiatan pariwisata yang
berbenturan kepentingan dengan
kegiatan alur pelayaran

PT. Badak LNG dan PT.PKT = Memanfaatkan sebagian perairan

Pelaku Pariwisata

(Industri Migas) pesisir untuk alur pelayaran yang
berbenturan  dengan  kegiatan
pariwisata.

Pemerintah daerah Menginginkan kesejateraan

masyarakat, keamanan  dan
kenyaman melakukan kegiatan
ekonomi dan kelestarian
lingkungan pesisir.

Sumber : Hasil survey Lapang

Dari hasil analisis lapangan, diketahui bahwa kontestasi
sektoral terhadap penguasaan sumberdaya alam pesisir dan jasa
lingkungan terkait erat dengan tumpang tindihnya peraturan
penundang-undangan sektoral, menguatnya ego antar sektoral
dan kurangnya pemahaman pemangku kepentingan atau aktor
terhadap sifat dan fungsi sumberdaya pesisir sebagai sistem daya
dukung kehidupan antara darat dan laut.

Selama ini pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat
dalam kontestasi sektoral, menempatkan sumberdaya pesisir dan
laut semata-mata sebagai komoditi ekonomi dan mengabaikan
fungsinya sebagai daya dukunglingkungan pesisir. Pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dengan tujuan ekonomi
semata, tanpa mempertimbangkan sebagai fungsi daya dukung
lingkungan sebagai daya dukung kehidupanakan berakibat
terganggunya dan rusaknya keseimbangan keseluruhan ekosistem
pesisir, dan akhirnya akan berpengaruh pada kesejahateraan
masyarakat.

Kurangnya pemahaman memilah dan memilih fungsi
sumberdaya alam sebagai stock, barang publik dan sebagai
komoditi, mengakibatkan pengelolaan dan penguasaan
sumberdaya tidak memperhatikan karakteristik sifat dan fungsi
sumberdaya (Hidayat, 2011). Pelaksanaan tata kelola sumberdaya
lebih didasarkan pertimbangan teknis, kepentingan ekonomi,
administrasi politik pemerintahan dan wilayah kekuasaan/
administratif daripada perbaikan kesejahteraan rakyat. Padahal
karakteristik sumberdaya pesisir tidak bisa dibagi-bagikan
berdasarkan unit administratif pemerintahan.

Terjadinya konflik yang melibatkan antara masyarakat dengan
pemerintah dan perusahaan disebabkan oleh perspektif yang
berbeda dalam memandang sumber daya alam. (Zainudin dkk.,
2012).Kekurang-pahaman atas karakteristik sumberdaya dan
besarnya kepentingan politik dan ekonomi sektoral, menyebabkan
sejumlah peraturan perundang-undangan menimbulkan konflik
jurisdiksi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang
menimbulkan konflik sektoral antara lain: UU No.27/2007 jo.
UU No.1/2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,
UU No. 45/2009 tentang Perikanan, UU No. 41/1999 tentang

Tabel 2.Alokasi Ruang di kawasan Pesisir di Lokasi Penelitian

Pemanfaatan

Umum Alur Laut

Konservasi

1. Budidaya 1. Konservasi
Rumput Perairan pesisir
Laut

Alur pelayaran

2. Industri 2. Sempadan
Migas dan Pantai
PKT

PLTU
Pelabuhan

Pariwisata

ISAERAE

Perikanan
Statis
(Belat)

Kehutanan, UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,
UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. UU No.5/1990
tentang Konservasi sumberdaya hayati. UU. No 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No.32 / 2014 Tentang Kelautan, UU
No.17/2008 tentang pelayaran serta berbagai banyak peraturan
perudangan lainnya baik itu peraturan pemerintah, peraturan
menteri maupun peraturan daerah.

Sebagai salah salah contoh terjadinya kontestasi sektoral di
wilayah pesisir dan laut adalah pengelolaan hutan mangrove.
Dengan melihat  karaktertisk sifat dan fungsinya, hutan
mangrove merupakan ekosistem yang mempunyai peran besar
dalam dinamika kehidupan di pesisir dan laut, sehingga secara
de facto ekosistem mangrove yang berada di kawasan pesisir
merupakan wilayah kewenangan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, tetapi de jure pengelolaan hutan mangrove merupakan
kewenangan dari Kementerian Kehutanan (Hidayat, 2011).
Dengan adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan ini,
sebagian besar hutan mangrove tidak terawat, kritis yang akan
menurunkan produksi perikanan dan akhirnya akan berakibat
pada kesejahteraan masyarakat.

Perbedaaan kepentingan terhadap sumberdaya juga menjadi salah
satu potensi konflik pemanfaatan (Marina dan Dharmawan, 2011).
Pihak-pihak yang berperan di kawasan pesisir Kota Bontang
mempunyai banyak kepentingan terhadap sumberdaya yang ada.
Berikut ini adalah Peta Kepentingan terhadap sumberdaya pesisir
bagi pihak-pihak yang berpotensi konflik di Kawasan Pesisir
Kota Bontang berdasarkan survey lapang.

Aktor Kontestasi Sektoral dalam Pemanfaatan Ruang
Kawasan Pesisir

Terjadinya kontestasi sektoral di wilayah pesisir dan laut tidak
bisa dilepaskan dengan peran pemangku kepentingan atau aktor
yang bermain di wilayah tersebut. Pemangku kepentingan atau
aktor tersebut berperan sesuai dengan tingkatannya atau level
(Ostrom, 1994). Berdasarkan tingkatnya aktor dalam system
pengelolaan pesisir Kota Bontang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu
(1) aktor penentu kebijakan (constitutional), adalah aktor yang
mempunyai peran dalam menyusun aturan main atau konsitusi
dalam mengelola dan memanfaatkan ruang kawasan pesisir
dan (2) aktor operasional (operational), yaitu aktor yang secara
langsung melaksanakan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis dilapangan aktor-aktor pengelolaan
dan pemanfaatan ruang di kawaasan pesisir Kota Bontang yang
tergolong kedalam level penentu kebijakan adalah Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Kelautan,
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Gambar 3. Matriks Pemetaan Konflik Ruang di Kawasan
Pesisir Kota Bontang (Hasil analisis, 2016)

Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, DPRD Kota Bontang,
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kota
Bontang dan Dinas Perhubungan Kota Bontang. Aktor-aktor
ini ini mempunyai peran menyusun dan menentukan kebijakan
dan aturan main formal dalam pengelolaan dan pemanfaatan
ruang kawasan pesisir Kota Bontang. Sementara itu aktor yang
terlibat lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang
kawasan pesisir Kota Bontang adalah aktor tingkat operasional
(operational choice level), yaitu antara lain kelompok industri/
swasta, kelompok pembudidaya rumput laut, kelompok nelayan,
dann pelaku pariwisata.

Berdasarkan hasil analisis aktor dalam pengelolaan dan
pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kota Bontang teridentifikasi
bahwa selama ini masing-masing aktor dalam menjalankan
perannya didasarkan kepada keputusan masing-masing aktor.
Salah satu sebabnya adalah belum adanya aktor yang berperan
sebagai kooordinasi antar aktor-aktor tersebut dalam mengelola
dan meanfaatkan ruang pesisir dan laut Kota Bontang. Akibatnya
adalah terjadinya konflik antar aktor dalam yang terlibat dalam
menjalankan aktivitasnya.

Belum optimalnya aktor pemerintah yang berperan sebagai
koordinasi dalam menyatukan masing- masing kepentingan aktor
menjadi salah satu sebabnya. Aktor Kelompok industri/swasta
yang notabene merupakan kelompok yang merasa pertama
memanfaatkan dan mengelolaa kawasan pesisir Kota Bontang,
juga berperan terjadinya konflik antar aktor'.

Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir dan
Laut Kota Bontang

Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan analisis
konflik pemanfatan ruang kawasan pesisir dan laut Kota
Bontang adalah dengan melakukan identifiaksi kegiatan-
kegiatan yang memanfaatkan ruang di kawasan Pesisir dan Laut
Kota Bontang. Berdasakan hasil survey di lapagan kegiatan
pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kota Bontang adalah
sebagai berikut:

1 Kota Bontang dibentuk berdasarkan UU No. 47/ 1999. yang
sebelumnya berbentuk Kota Adminstasi di bawah Kabupaten Kutai
Kertanegara. Ketiga perusahaan besar Badak NGL (gas alam), Pupuk
Kalimantan Timur (pupuk dan amoniak) dan Indominco Mandiri
(batubara), yang berperan dalam pembangunan Bontang sebelum
menjadi Kota .
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Gambar 4. hasil Analisis Perspektif terhadap potensi Konflik
di Perairan pesisir Kota Bontang

Tabel 2. merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya
alam di kawasan pesisir dan laut.yaitu kawasan pemanfaatan
umum, kawasan Kkonservasi dan alur laut. Kawasan
pemanfaatan umum terdiri dari enam kegiatan, yaitu Kegiatan
Budidaya rumput laut, Kegiatan Industri Migas/PKT, Kegiatan
PLTU, Kegiatan Pelabuhan, Kegiatan Pariwisata dan Kegiatan
Perikanan Statis (Belat). Kawasan konservasi terdiri dari dua
kegiatan yaitu Kegiatan Konservasi Perairan dan Kegiatan
Sempadan Pantai serta Kawasan alur laut, yaitu alur pelayaran.
Beberapa kegiatan yang saling mendukung antara lain kegiatan
konservasi dengan pariwisata, kegiatan konservasi dengan
budidaya rumput laut, kegiatan budidaya rumput laut dengan
kegiatan pariwisata, kegiatan budidaya rumput laut dengan
kegiatan alur pelayaran, dan kegiatan budidaya rumput laut
dengan kegiatan sempadan pantai. Kegiatan alur pelayaran
dapat saling mendukung dengan kegiatan pelabuhan, kegiatan
migas, dan PLTU.

Untuk melihat hubungan antar kegiatan satu dengan yang
lainnya dilalakuka analisis matriks keterkaitan kegiatan, yaitu
zakan menjelaskan hubungan antar kegiatan apabila kedua
kegiatan tersebut berdampingan yang dianalisis dengan analisis
pemetaan konflik.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui dua teknik, yakni
pertama, observasi (observation) yakni dengan melakukan
pengamatan yang terjadi dilapang. Kedua, melalui kuisioner,
yakni dengan memberikan penjelasan terlebuh dahulu terhadap
responden tentang maksud dan tujuan kuisioner dan upaya
menjawabnya. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur
dengan mempelajari literaur yang terkait dengan penelitian,
hasil penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen lain yang
relevan dengan topik penelitian.

Pemilihan responden dalam penelitian ini ditentukan secara
sengaja (purposive sampling) dengan tetap mempertimbangkan
posisi dan peran mereka dalam kegiatan sehari-hari masing-
masing, yaitu masyarakat pesisir (nelayan, pembudidaya ikan,
pengrajin perahu, dan masyarakat pesisir lainya baik yang
bekerja di pesisir atau di darat luar pesisir), swasta ada beberapa
responden yang mewakili swasta, aparatur pemerintah, yaitu
dinas terkait dalam urusan pengelolaan kawasan pesisir di Kota
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Bontang, yang tersebar merata dari kepala dinas, kepala bidang,
kepala seksi, staff dan tenaga ahli (expert) (Fletcher 2003).

Analisis pemetaan konflik dalam penelitian ini dengan metode
kuisioner, yaitu meminta pendapat setiap stakeholder baik itu
masyarakat, swasta, aparatur pemerintah maupun tenaga ahli
(ekspert) terhadap kesesuaian/keterkaitan antar kedua kegiatan
apabila berdampingan. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah
yang terjadi apabila kedua kegiatan dalam posisi berdampingan,
apakah (1) saling mendukung? (2) Tidak ada pengaruh? (3)
terjadi konflik ringan (hanya salah satu konflik yang terjadi
dari tiga konflik yang diidentifikasi yaitu ekologi, social dan
ekonomi)?, (4) konflik sedang (hanya salah dua konflik yang
terjadi dari tiga konflik yang diidentifikasi yaitu ekologi, sosial
dan ekonomi) ? atau konflik berat (terjadi tiga konflik sekaligus
yaitu ekologi, sosial dan ekonomi)?.

Berdasarkan hasil analisis peringkat agregat dari semua
stakeholder yang terdiri dari 115 responden stakeholder
dengan variasi umur, latar belakang pendidikan, jabatan dalam
pekerjaan, dan status pekerjaannya, diperoleh matriks konflik
penggunaan ruang antar kegiatan seperti padaGambar 3.

Gambar 3. menunjukkan kegiatan konservasi dan kegiatan
budidaya rumput laut masing-masing apabila kegiatan tersebut
bersandingan dengan kegiatan perikanan tangkap statis (belat),
kegiatan industri MIGAS, dan kegiatan PLTU akan berpotensi
menimbulkan konflik berat, yaitu berpotensi terjadinya konflik
ekologi, konflik sosial, maupun konflik ekonomi. Begitu
juga untuk kegiatan perikanan tangkap statis (belat) apabila
berdampingan dengan kegiatan alur pelayaran akan berpotensi
menimbulkan konflik berat. Charles (2000) mengemukakan
bahwa sektor perikanan memiliki potensi konflik dengan sektor
lainnya dalam pemanfaatan lahan. Sementara itu kegiataan
lainnya yang berpotensi konflik berat adalah kegiatan sempadan
pantai akan berpotensi menimbulkan konflik berat apabila
kegiatan tersebut bersandingan dengan kegiatan pelabuhan,
PLTU, dan industri migas.

Kegiatan yang berpotensi konflik sedang dengan kegiatan
lainnya adalah konservasi pesisir dengan pelabuhan, dan
pariwisata dengan perikanan tangkap statis. Konflik sedang
terjadi apabila kedua kegiatan berpotensi konflik pada aspek
pembangunan berkelanjutan dari tiga aspek ekologi, sosial dan
ekonomi.

Potensi Konflik ringan terjadi apabila kedua kegiatan berpotensi
menimbulkan salah satu konflik dari aspek pembangunan
berkelanjutan, yaitu ekologi, atau ekonomi. Beberapa kegiatan
yang berpotensi menimbulkan konflik ringan adalah antara
perikanan statis dengan kegiatan PLTU, industry migas,
sempadan pantai dan pelabuhan. Kegiatan pelabuhan juga akan
berpotensi konflik ringan dengan kegiatan budiaya rumput laut.
Kegiatan pariwisata dengan kegiatan industri migas dan PLTU
juga berpotensi menimbulkan konflik ringan.

Berbagai konflik yang muncul tersebut memerlukan pengelolaan
konflik, yaitu suatu proses yang diarahkan pada pengelolaan
konflik agar terjadi suatu kondisi yang lebih terkendali melalui
suatu rekayasa yang dilakukan untuk mengendalikan konflik
agar menjadi lebih baik (Diposaptono 2015). Pengelolaan dan
pengendalian konflik akan memudahkan pengambilan keputusan
dalam memutuskan alokasi ruang yang mempertimbangkan
kepentingan antar pihak.

Dalam rangka untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan
strategi kebijakan yang relevan terhadap kegiatan yang
berpotensi menimbulkan konflik dilakukan analisis prospektif.

Gambar berikut menunjukkan hasil analisis prospektif terhadap
konflik yang terjadi di kawasan pesisir Kota Bontang.

Gambar 4. menunjukan hasil dari analisis prospektif, yaitu
pengaruh dan ketergantungan antar kegiatan. Dari Sembilan
atribut pengkungkit/kegiatan yang dianalisis, teridentifikasi 7
faktor atau kegiatan dominan yang berpengaruh pada sistem.
kawasan pesisir Kota Bontang. Ketujuh faktor dominan tersebut
terdapat pada kuadran kedua, yaitu mempunyai pengaruh
kuat dan ketergantungan yang kuat (leverage variables)
terhadap kondisi lingkungan pesisir lokasi penelitian. Ketujuh
kegiatan tersebut adalah perikanan statis (belat), budidaya
rumput laut, alur laut, industri MIGAS, PLTU, Pelabuhan
dan Kegiatan konservasi. Kegiatan-kegiatan ini merupakan
faktor-faktor peubah yang kuat dalam sistem wilayah pesisir.
Sedangkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai pengaruh
kecil tetapi mempunyai ketergantungannya tinggi terhadap
kondisilingkungan pesisir Kota Bontang adalah kegiatan
pariwisata dan sempadan pantai. Kegiatan pariwisata dan
sempadan pantai pengaruhnya sangat kecil terhadap kegiatan-
kegiatan lainnya tetapi kegiatan ini sangat tergantung terhadap
kondisi lingkungan pesisir sekitarnya. Apabila kondisi
lingkungan pesisir sudah rusak, kegiatan pariwisata dan zoba
sempadan pantai terancam hilang.

Atas dasar hasil analisis perspektif di atas, maka kebijakan
pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kota Bontang harus
benar-benar memperhatikan ketujuh kegiatan di atas, yaitu
perikanan statis (belat), budidaya rumput laut, alur laut, industri
MIGAS, PLTU, Pelabuhan dan Kegiatan konservasi. Hal ini
karena ketujuh kegiatan ini mempunyai pengaruh kuat dan
ketergantungan yang kuat terhadap kondisi lingkungan pesisir
Kota Bontang dan berpotensi menimbulkan konflik berat
apabila saling berdampingan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Pemetaan potensi konflik ruang menjadi salah satu analisis
penting dalam proses penyusunan rencana zonasi ruang pesisir
yang mengintegrasikan perencanaan darat dan perairan. Dengan
mengetahui konflik antar kegiatan pemanfaatan ruang di kedua
wilayah tersebut kita sudah mengantasipasi solusi dan arahan
kebijakan kedepannya. Pelibatan stakeholder terkait di sekitar
lokasi perencanaan sangat penting dalam proses pemetaan konflik
khususnya dan dalam proses penataan ruang pesisir pada umumnya.
Rekomendasi dalam penelitian ini adalah semakin banyak
stakeholder dan semakin beragam latar belakang pendidikan dan
profesinya akan mempertajam dalam analisis pemetaan konflik.
Sedangkan saran bagi pengambil kebijakan dalam penyusunan
rencana tata ruang pesisir adalah melibatkan stakeholder sejak awal
akan mempermudah proses dalam pengelolaan ruang kawasan
pesisir.
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